SPEKTRUM
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi

LIFE SKILLS EDUCATION Jurusan pendidian Luar Sekolzh
TH ROUGH NON-FORMAL EDUCATION Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES

Volume 10, Nomor 2, Mei 2022
DOI: 10.24036/spektrumpls.v10i2.116728

Mahfuzi Irwan"?, Aisyah Anggreni', Jihan Sunita', Herman Suhdi’
"Jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan
*aisyahanggreni346@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and identify life skills education through non-formal education for persons with
physical disabilities. Individuals who have physical limitations are called persons with physical disabilities. In
the social environment, society tends to give negative stigma to people with physical disabilities and other
problems that are in the spotlight are the low participation and provision of job opportunities for people with
disabilities in obtaining work. This study used qualitative research methods. This research is sourced from
secondary data obtained from documents, and journals related and in line with physical disabilities and life
skills education for physical disabilities. The result of this literature review is that empowerment of disabled
groups must be carried out to increase participation in various fields of social life with adequate and relevant
work skills. Skill enhancement is provided to gain accessibility for persons with disabilities, one of which is
through non-formal education programs, namely life skills education. Vocational rehabilitation as a form of
life skills education through non-formal education is carried out by providing services in the form of skills
training activities that aim to cultivate, develop and increase the potential possessed by persons with
disabilities, especially persons with physical disabilities.
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PENDAHULUAN

Kata “penyandang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang
menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris disabilty
(jamak: disabilities) dari akar kata dis- yang bermakna hilang dan -ability kemampuan, sehingga
disabilitas bermakna hilangnya maupun berkurangnya kemampuan seseorang baik secara fisik-
fisiologis maupun mental-psikologis. Hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang dapat
terjadi karena berbagai faktor, antara lain, disebabkan oleh faktor keturunan, faktor usia maupun
akibat kecelakaan. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih di kenal dengan sebutan difabel
atau penyandang “cacat”. Individu yang memiliki keterbatasan fisik disebut dengan penyandang
disabilitas fisik. Menurut Suparno (2009), disabilitas fisik adalah kondisi seseorang yang mengalami
kelainan fisik, yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan gerak.
Penyandang disabilitas memiliki permasalahan tekanan dari lingkungan sosial dan mengalami
keterbatasan karna cara pandang yang salah dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Di
lingkungan sosial, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif daripada memberikan
kesempatan, terlebih untuk memberikan semangat dalam menjalani hidup, sehingga penyandang
disabilitas seringkali mengalami diskriminasi.

Permasalahan yang sangat menonjol dari penyandang disabilitas ini adalah rendahnya
partisipasi penyandang disabilitas di sektor kesempatan kerja. Berdasarkan Siregar dkk (2021), angka
pengangguran penduduk dengan disabilitas/(people with disability/ PWD) (3,99%) lebih rendah
dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas (people without disabilities/ PWOD)
(7,26%). Meskipun demikian, rata-rata angka partisipasi tenaga kerja PWD lebih rendah (44,55%)
dibandingkan dengan PWOD (70,01%) serta rata-rata upah yang diterima oleh PWD lebih rendah (Rp
1,3 juta) dibandingkan dengan PWOD (1,8 juta). Selain itu, PWD yang bekerja di sektor formal juga
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tercatat lebih rendah (30,49%) dibandingkan dengan PWOD (48,27%). Rata-rata jumlah jam kerja
pun juga lebih rendah oleh kelompok PWD dibandingkan dengan PWOD.

Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan yang sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuannya, selain itu kurangnya pemahaman pemberi kerja akan
pendidikan yang ditempuh penyandang disabilitas menyebabkan pemberi kerja menilai sebelah mata
dan menyudutkan penyandang disabilitas dan masih banyak lagi hal-hal lain yang melatarbelakangi
redahnya partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam kesempatan kerja. Sering sekali setelah tamat
hanya berada di rumah dan ataupun bekerja hanya mampu sebentar saja karna sulit untuk
menyesuaikan diri ditempat kerjanya. Keterbatasan pada penyandang disabilitas juga mengakibatkan
kesulitan dalam mengakses pekerjaan karena dianggap kurang produktif. Kurangnya kepercayaan diri,
tidak memiliki kecakapan hidup maupun keterampilan mengakibatkan penyandang disabilitas
kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya terlebih saat mulai berada tengah masyarakat. Keberadaan
penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat saat ini diketahui bahwa masih banyak yang kondisi
hidupnya jauh dari kemandirian baik sosial maupun ekonomi. Penyandang disabilitas tidak mungkin
selalu bergantung pada orang lain, karena pada kenyataannya di lingkungan sosial individu selalu
dituntut untuk dapat hidup mandiri karena hal tersebut kelak akan menjadi hal penting dalam
menjalani kehidupan sosialnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut para penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas atau
pendamping untuk membantu segala permasalahannya. Dari keterbatasan fisik para penyandang
disabilitas yang masing-masingnya memiliki potensi, kemampuan, keterampilan, cita-cita layaknya
anak-anak normal lainnya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah memberdayakan serta
meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan bagi para penyandang
disabilitas. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian
Kelima Pendidikan Nonformal Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pendidikan nonformal meliputi
pendidikan kecakapan hidup, pendidiak anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik.” Guna mewujudkan visi visi Ditjen PNFI yakni: "terwujudnya manusia pembelajar
sepanjang hayat", pendidikan nonformal dan informal mempunyai misi untuk memberikan layanan
pendidikan nonformal dan informal yang merata, bermutu, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani
dengan salah satunya menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup bagi siapapun yang
membutuhkan. Melalui pendidikan nonformal, diberikan upaya pengembangan model keterampilan
pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat penyandang cacat yang sangat penting dan dibutuhkan,
karena memberikan peluang dalam lapangan pekerjaan.

Pemberdayaan kelompok disabilitas, dengan demikian, haruslah dilakukan sesuai dengan
memodifikasi lingkungan sehingga hambatan-hambatan fisik maupun sosial tersebut menjadi
minimal. Tantangan selanjutnya adalah melengkapi para penyandang disabilitas dengan keterampilan
kerja yang memadai dan relevan dengan kondisi anatomis dan fungsional mereka. Pemberdayaan
kelompok penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam berbagai bidang
kehidupan sosial. Dalam hal ini maka akan memecahkan ketergantungan yang dialami para
penyandang disabilitas, dan meningkatkan derajat keberfungsian sosial dari individu-individu dalam
masyarakat secara umum. Ketika penyandang disabilitas tidak bergantung kepada orang lain dalam
memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka kesempatan bagi pihak-pihak lain tersebut untuk
menjalankan fungsi-fungsi lain yang lebih produktif menjadi semakin terbuka. Selain itu, sebagai
salah satu kelompok minoritas terbesar, keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas dalam
berbagai aktifitas produktif akan secara langsung mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
(Syobah, 2018).

Dengan demikian, pendidikan kecakapan hidup dapat membentuk manusia yang berakhlak
mulia, cerdas, terampil sehat dan mandiri. Pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu kontribusi
pendidikan nonformal dalam mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini
penyandang disabilitas memang memiliki angka pengangguran yang lebih rendah (3,99%)
dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas (7,26%). Akan tetapi, rata-rata angka
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partisipasi tenaga kerja PWD lebih rendah (44,55%) dibandingkan dengan PWOD (70,01%). Dalam
implementasinya para sukarelawan, tutor, fasilitator dapat berperan sebagai agen perubahan dengan
membantu masyarakat untuk mengembangkan kecakapan hidup yang begitu dibutuhkan oleh mereka.
Melalui pendidikan kecakapan hidup (life skills) dapat mengantarkan manusia-manusia Indonesia
memasuki era globalisasi dengan kemampuan kompetetif yang tinggi. Program pendidikan life skill
adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai terkait dengan
kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi dan industri yang ada di masyarakat.
Adanya pengembangan kecakapan hidup (life skill) bagi penyandang disabilitas semakin menjadi
penting, Pada akhirnya harus menghantarkan  kemandirian hidup penyandang disabilitas di
masyarakat. Diharapkan bagi penyadang disabilitas juga mampu menjadi Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas, produktif dan berkepribadian. Penyandang disabilitas memang perlu untuk
diajarkan kecakapan hidup (life skill) sejak dini untuk menunjang kehidupannya setelah lulus dari
sekolah luar biasa, dan tentunya dukungan dari orang tua juga sangat berpengaruh terhadap anak
untuk dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi strategi yang digunakan
melalui pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan nonformal dalam menyelesaikan masalah
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu, perlu diadakan pengembangan strategi
baru yang lebih tepat. Komponen masyarakat, pemerintah, dan penyandang disabilitas fisik sangat
berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan kecakapan hidup ini, salah satu usaha yang
dilakukan adalah program dari Kementerian Sosial yang ditujukan untuk penyandang disabilitas.
Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial menjadi cara yang dapat diharapkan untuk
menyelenggarakan solusi menuntaskan masalah aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan bagi
penyandang disabilitas.

Berhubungan dengan tujuan dan latar belakang di atas maka kajian masalah dalam pembahasan
tulisan ini adalah pendidikan kecakapan hidup melalui pendidikan nonformal bagi penyandang
disabilitas fisik.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang
menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Sutrisno, 2000).
Penelitian ini menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks
yang diteliti (Mantra, 2008). Menggunakan metode kualitatif dirasa sangat sesuai karena mampu
menjawab tujuan penelitian, yakni mengetahui dan mengidentifikasi program pendidikan kecakapan
hidup melalui pendidikan nonformal bagi penyandang disabilitas fisik, dimana dalam hal ini strategi
yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologi, karena penelitian terkait fenomena sosial.
Fenomena sosial bukan berada di luar individu-individu, tetapi berada dalam benak (interpretasi)
individu-individu (Poerwandari, 2011). Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana peneliti
mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu (Creswell, 2010).
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengidentifikasi pendidikan kecakapan hidup bagi kaum
penyandang disabilitas fisik yang memiliki stigma negatif dari masyarakat dan aksesibilitas yang
rendah dalam sektor kesempatan kerja.

Data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud data sekunder yang diperoleh dari suatu
dokumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dan selaras dengan disabilitas fisik serta pendidikan kecakapan
hidup bagi disabilitas fisik. Validitas data menggunakan triangulasi data, yaitu dengan cara
memeriksa kebenaran data dengan menggunakan perbandingan antara data dari sumber data yang satu
dengan sumber data yang lain, sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji oleh sumber data
yang berbeda. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data
kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan analis ilmiah tentang
isi pesan suatu data (Noeng, 1998). Isi yang digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen, jurnal
ilmiah, dan data-data
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PEMBAHASAN
Permasalahan Penyandang Disabilitas Fisik
Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Fisik di Sektor Kesempatan Kerja

Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat fisik untuk
mencapai pekerjaan. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin
kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons
with Disabolities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang dimaksud penyandang
disabilitas adalah: “termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau
sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini
dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan
dengan yang lainnya”. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan dan pelibatan penyandang
disabilitas terhadap berbagai macam kegiatan dengan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada
umumnya. Pemberian kesempatan kerja berupa kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas
dalam memperoleh pekerjaan tergolong masih rendah.

Pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum diperoleh, hal tersebut dapat dilihat dari
masih sulitnya penyandang disabilitas untuk bekerja di dunia usaha yang ada di masyarakat.
Termasuk dalam memperoleh pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan pun, penyandang
disabilitas masih sulit dalam mendapatkan kesempatan tersebut. Permasalahan terkait aksesibilitas
penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan rata-rata bersumber dari pemberi kerja yang
menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang lemah, sakit, dan memerlukan
bantuan sosial. Kondisi penyandang disabilitas dianggap tidak cocok untuk bekerja karena pekerjaan
yang dilakukan akan menghambat kondisi kedisabilitasan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman
pemberi kerja akan pendidikan yang ditempuh penyandang disabilitas menyebabkan pemberi kerja
menilai sebelah mata dan menyudutkan penyandang disabilitas. Faktor lainnya pemberi kerja
beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cocok bekerja di perusahaan mereka karena tidak
memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara
berhak memperoleh pekerjaan tanpa memandang suku, ras, dan agama perlu diimplementasikan
terhadap penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja/pengangguran
lebih banyak daripada yang bekerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyandang disabilitas
dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Rendahnya
aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat dilihat berdasarkan
pengaturan undang-undang, pemahaman penyedia kerja terhadap kemampuan bekerja penyandang
disabilitas, kebijakan pemerintah yang telah tersedia, serta pandangan penyandang disabilitas dalam
melihat aksesibilitas tersebut. Pentingnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh
pekerjaan berdampak terhadap tingginya angka serapan penyandang disabilitas di dunia kerja
sehingga masalah aksesibilitas penyandang disabilitas perlu diselesaikan secara optimal oleh
pemerintah dan masyarakat. Semakin mudah akses disabilitas dalam memperoleh pekerjaan maka
tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi lebih baik dan turut merasakan pemerataan
pembangunan daerah.

Kondisi Kultural Masyarakat yang Tidak Kondusif bagi Kelompok Penyandang Disabilitas
Fisik

Stigma cacat atau difabel di masyarakat sudah terlanjur melekat atau menjadi label pada diri
penyandang disabilitas, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera (welfare). Keberadaan
penyandang disabilitas kurang diperhatikan dilihat dari pemberdayaan serta anggapan dari orang-

orang sekitar, bahkan masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kekurangan yang
ia punya. Akibatnya para penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan yang berbeda dengan
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anak pada umumnya. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang
berada disekitar mereka. Stigma negatif yang diterima penyandang disabilitas fisik tersebut
diakibatkan dari adanya pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain
berakar dari pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sejarah telah
memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatan atau dipandang sebagai
‘berbeda’ dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap
sebagai yang tidak diinginkan/not desirable dan tidak dapat diterima/not acceptable sebagai bagian
dari komunitas (Couser, 2009; Rothman, 2003).

Pelabelan negatif sebagai ‘berbeda dari yang diterima sebagai normalitas’ adalah suatu proses
stigmatisasi. Paham ini menganggap disabilitas sebagai abnormalitas dan dampaknya seringkali
berujung pada anggapan bahwa kaum disabilitas adalah kaum abnormal dan obyek yang layak
dikasihani, diberi donasi, serta tidak dapat mandiri. Sikap dan perilaku diskriminatif akan muncul bila
stigmatisasi/ pelabelan negatif tersebut berlanjut dengan pembedaan lebih lanjut antara lain berupa
pemisahan secara paksa dan bersifat membatasi/segregation, atau pengeluaran karena dianggap bukan
bagian integral dan/atau setara/social exclusion, atau dinilai kurang/tidak bernilai secara
sosial/socially devalued (Shapiro, 2000; Stoll, 2011; Wolfensberger, 1992). Haidar dalam Dhairyya &
Herawati (2019) mengemukakan bahwa stigma pada disabilitas muncul karena kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas dan kuatnya paham di masyarakat mengenai pemikiran
tradisional, yaitu cenderung mengaitkan disabilitas dengan hal-hal magis dan negatif. Misal anggapan
masyarakat bahwa disabilitas merupakan akibat dari kutukan turun-temurun. Kedua pendapat diatas
menegaskan betapa stigma pada penyandang disabilitas sangat langgeng di masyarakat.

Beberapa penelitian menemukan bahwa stigma sosial pada disabilitas berdampak serius pada
derajat kesejahteraan dan keberdayaan mereka. (Rahman, 2008) menemukan bahwa implikasi stigma
pada kelompok disabilitas berdampak pada perkembangan psikologis kaum disabilitas, dan juga
terbatasnya pemenuhan akses-akses sosial mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan umum
bahwa para disabilitas tidak mampu bekerja secara maksimal telah membatasi bahkan menutup akses
para disabilitas pada kesempatan memperoleh penghidupan.

Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi
problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan , kemudian secara proaktif dan
kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Bartin & Wisroni,
2019). Tujuan akhir dari pendidikan kecakapan hidup tersebut adalah untuk meningkatkan
pendapatan, kesejahteraan dan produktivitas hidup untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan
dan produktivitas hidup masyarakat marginal dalam meningkatkan kemampuan sosial ekonominya
(Jalius, Sunarti, Azizah, & Gusmanti, 2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas erat hubungannya dengan layanan pendidikan kecakapan hidup
atau life skills. Ilmu mengenai kecakapan ini sangatlah penting, karena merupakan pencampuran atau
pertemuan antara berbagai ilmu pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan seseorang untuk
menjadi pribadi yang lebih mandiri. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan
salah satu bentuk pendidikan kecakapan hidup (life skill) dimana menurut Depdiknas bahwa
kecakapan hidup (life skill) dapat diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang (penyandang
disabilitas) untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa
merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga
akhirnya mampu mengatasinya (Noor, 2015).

Zein (2017) mengemukakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Penyandang disabilitas yang
sudah mencapai usia dewasa perlu mendapatkan akses ke dunia pekerjaan agar dapat menjalani
kehidupan secara mandiri. Kecakapan hidup bagi penyandang cacat adalah serangkaian upaya yang
berencana, sistematis, terpadu, terarah, sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk menggali,
membangun menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki para penyandang cacat (Anwar, 2012;
Depdiknas, 2002). Oleh karena itu, sesungguhnya transformasi nilai-nilai budaya masyarakat di
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Indonesia yang beragam perlu dipertimbangkan dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan sumber
daya manusia melalui berbagai aspek kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu yang bisa
dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup dalam berbangsa dan bernegara agar tercapai
kesejahteraan yang hakiki, melalui pelatihan kecakapan hidup. Dengan kata lain dalam konteks
pemberdayaan para penyandang cacat, terutama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya
dengan kesejahteraan yang akan dicapainya.

Rehabilitasi Vokasional Sebagai Bentuk Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Pendidikan
Nonformal Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Fischler dalam Putra & Setiawati (2021), mengartikan rehabilitasi vokasional sebagai
sekelompok pelayanan yang ditujukan kepada individu dengan kecacatan mental atau fisik, yang
bertujuan agar individu tersebut dapat memperoleh keterampilan, meningkatkan sumber daya,
mengoptimalkan sikap, serta harapan yang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa rehabilitasi vokasional
dilakukan dengan memberikan pelayanan berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang bertujuan
untuk mengolah, mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh penyandang
disabilitas terutama penyandang disabilitas fisik. Tujuannya agar mereka memiliki keterampilan
vokasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian serta jangka panjangnya
dapat menjadi bekal mereka dalam bermasyarakat. Rehabilitasi Vokasional sebagai salah satu bentuk
program dari Kementerian Sosial yang ditujukan untuk untuk mempersiapkan penyandang disabilitas
memasuki dunia kerja. Rehabilitasi ini sendiri merupakan suatu proses rehabilitasi secara
berkesinambungan dan terpadu yang menyediakan pelayanan (bimbingan kerja, pelatihan kerja, dan
penempatan kerja) untuk memungkinkan penyandang disabilitas memperoleh suatu pekerjaan yang
tepat dan dapat mempertahankan pekerjaan tersebut.

Tahapan rehabilitasi vokasional sendiri terdiri dari: (1) Program Rehabilitasi Vokasional
melakukan kegiatan terpadu dalam mempersiapkan penyandang disabilitas memasuki dunia usaha; (2)
Penyandang disabilitas disatukan dalam satu lembaga pelatihan, dimana mereka akan dilatih
keterampilan, skill dan attitude kerja yang baik; (3) Setelah melalui tahapan pelatihan, tahapan
selanjutnya adalah pemagangan. Pemagangan dimaksudkan supaya penyandang disabilitas dapat
beradaptasi dengan lingkungan kerja dan berlatih menerapkan ketrampilan, skill dan attitude mereka
di dunia kerja.

Melalui Program Pelatihan Vokasional ini diharapkan penyandang disabilitas dapat berperan
serta dalam pembangunan nasional dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga masyarakat dan
dunia kerja dapat menerima mereka dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas adalah kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual,
atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan.
Penyandang disabilitas memiliki permasalahan tekanan dari lingkungan sosial kurangnya
keikutsertaan dan pelibatan penyandang disabilitas terhadap berbagai macam kegiatan dengan
kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat memiliki pandangan yang
berbeda terhadap disabilitas yang berada disekitar mereka. Masyarakat menganggap disabilitas
sebagai abnormalitas dan dampaknya seringkali berujung pada anggapan bahwa kaum disabilitas
adalah kaum abnormal dan obyek yang layak dikasihani, diberi donasi, serta tidak dapat mandiri.
Selain itu pemberian kesempatan kerja masih belum diperoleh, kondisi penyandang disabilitas
dianggap tidak cocok untuk bekerja karena pekerjaan yang dilakukan akan menghambat kondisi
kedisabilitasan mereka. Faktor lainnya pemberi kerja beranggapan bahwa penyandang disabilitas
tidak cocok bekerja di perusahaan mereka karena tidak memiliki keterampilan yang memadai dan
sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Untuk itu pentingnya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu dengan
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pendidikan kecakapan hidup. Rehabilitasi vokasional sebagai bentuk pendidikan kecakapan hidup
melalui Pendidikan Nonformal bagi penyandang disabilitas fisik dilakukan dengan memberikan
pelayanan berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengolah, mengembangkan
dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas agar mereka memiliki
keterampilan vokasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian serta jangka
panjangnya dapat menjadi bekal mereka dalam bermasyarakat.
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